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GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/608/KPTS/013/2022
TENTANG

TIM JURI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik dengan menumbuhkembangkan inovasi pada
seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagai
upaya pembinaan terhadap budaya berinovasi disemua
sektor, kepada Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022 sebagai Top Inovasi perlu
diberikan penghargaan,

bahwa dalam rangka memberikan penghargaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat
memberikan dampak yang baik dan signifikan terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur,
perlu membentuk Tim Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik Provinsi Jawa Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Tim Juri Kompetesi Pelayanan Publik

Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .



s

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 161 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan
Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021;

8. Peraturan . . .
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 3
Seri A);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun
2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Tim Juri Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur ini.

KEDUA: . ..
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Menugaskan Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, untuk:

a. menyusun ketentuan evaluasi/penilaian dengan mengacu
pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik;

b. melakukan evaluasi terhadap proposal inovasi pelayanan
publik pada aplikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
(JIPP) Jatim yang telah lolos seleksi administrasi;

c. menetapkan inovasi pelayanan publik yang lolos tahap
evaluasi dan masuk ke tahap presentasi dan wawancara;

d. melakukan wawancara dan memberikan penilaian
terhadap inovasi pelayanan publik yang masuk tahap
presentasi dan wawancara;

e. memberikan saran dan kritik yang membangun kepada
inovator pelayanan publik di Jawa Timur;

f. melaksanakan Kunjungan Lapangan apabila diperlukan
tambahan data inovasi menuju peraih Top Inovasi
Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

g. memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Timur
dalam menetapkan penyelenggara pelayanan publik
sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022;

h. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur

Jawa Timur.

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Juri
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2022, Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (02) Penataan
Organisasi, Kegiatan (1.02) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja, Sub Kegiatan (1.02.05) Fasilitasi
Peningkatan Pelayanan Publik Kode Rekening
5.1.02.02.01.0037.

KEEMPAT: . ..
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 161 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan
Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021;

8. Peraturan . ..
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KEEMPAT :  Keputusan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 1
Agustus 2022.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 30 Agustus 2022




LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/608/KPTS/013/2022
TENTANG

TIM JURI KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO | JABATAN DALAM TIM KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1 2 3
1. | Pengarah a. Gubernur Jawa Timur
b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2. | Penanggungjawab Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3. | a. Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
4. | Sekretaris a. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Sub-Koordinator Sub-Substansi Tatalaksana
Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur
5. | Anggota: a. Prof. Dr. H. JUSUF IRIANTO, Drs. M.Com

(Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Airlangga Surabaya)

REDHI SETIADHI, S.IP., MPA (National
Adpvisor For Governance and Public Service)

AGUS MUTTAQIN, SH (Kepala Ombudsman
RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur)

ROHMAN BUDIJANTO, SH, MH (Direktur
Executive The Jawa Pos Institute of Pro
Otonomi )

DIDIK PURWONDANU, M.E (Public Sector
Specialist di Pentatone Creative)




1 2 3

f. Ir. DINA LIMANTO (Provincial Coordinator
USAID ERAT Jatim)

JAWA TIMUR,

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :
W Yth: 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

N

5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur.

7.Sdr. Anggota Tim Juri dimaksud.




